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BAB V 

KESIMPULAN DAN PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Efektivitas Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 

Tahun 2021 terhadap Tata Ruang Komplek Perbukitan Intrusi 

Godean (KPIG) 

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2021 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sleman Tahun 2021–

2041 secara normatif telah menetapkan perlindungan terhadap kawasan 

lindung geologi, termasuk Komplek Perbukitan Intrusi Godean (KPIG), 

sebagai bagian dari kawasan cagar alam geologi (CAG). Namun 

demikian, efektivitas implementasinya di lapangan belum sepenuhnya 

berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena kegiatan pembangunan 

perumahan di kawasan KPIG telah dimulai sejak tahun 2017, sebelum 

kawasan tersebut ditetapkan sebagai geoheritage oleh Kementerian 

ESDM. Oleh karena itu, keberlakuan Perda Sleman RTRW terhadap 

kegiatan pembangunan tersebut terhambat oleh asas non-retroaktif, yang 

melarang penerapan hukum secara surut terhadap perbuatan yang telah 

memiliki izin sebelumnya akan tetapi setiap keputusan atau tindakan 

pemerintah tidak boleh berlaku surut. Hal ini ditentukan dalam Pasal 58 
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ayat (6) Undang-Undang Administrasi Negara, yang berbunyi: 

“Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari 

kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga 

Masyarakat.” 

2.  Implikasi Hukum terhadap Perjanjian Alih Fungsi Lahan dan 

Pemberian Izin Pembangunan Perumahan 

Perjanjian alih fungsi lahan serta izin pembangunan perumahan di 

wilayah KPIG yang tidak sesuai dengan ketentuan RTRW Kabupaten 

Sleman dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan 

hukum tata ruang. Apabila perjanjian tersebut mengubah fungsi kawasan 

lindung menjadi kawasan permukiman tanpa dasar hukum yang sah, 

maka secara yuridis dapat dinyatakan batal demi hukum. Pemerintah 

Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, penertiban, 

serta pembatalan izin yang tidak sesuai dengan RTRW. Oleh karena itu, 

Perda Sleman Nomor 13 Tahun 2021 memberikan dasar hukum yang 

kuat untuk menegakkan prinsip kepastian hukum dan perlindungan 

terhadap kawasan lindung geologi. Upaya Pemerintah Daerah dalam 

Perlindungan dan Pengelolaan KPIG Pemerintah Kabupaten Sleman 

bersama Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan 

langkah-langkah strategis untuk melindungi kawasan KPIG melalui 

pembentukan Forum Geoheritage. Forum ini berfungsi memberikan 

arahan kebijakan, strategi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta 

evaluasi pengelolaan situs warisan geologi. Upaya tersebut menunjukkan 
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komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian kawasan geoheritage 

dan mengarahkan pemanfaatannya ke arah kegiatan wisata edukatif dan 

penelitian ilmiah yang berkelanjutan. Perspektif Hukum dan Lingkungan 

terhadap Pengelolaan KPIG penerapan kebijakan RTRW Sleman harus 

berpedoman pada prinsip hukum lingkungan, yaitu keberlanjutan, 

keadilan, dan perlindungan terhadap kepentingan umum. Kawasan KPIG 

sebagai warisan geologi memiliki nilai ekologis, ilmiah, dan kultural 

yang tinggi. Oleh karena itu, segala bentuk alih fungsi lahan di kawasan 

tersebut harus dikendalikan secara ketat agar tidak menimbulkan 

kerusakan ekosistem, degradasi lingkungan, maupun kehilangan nilai 

warisan geologi yang penting bagi generasi mendatang. 

B. Penutup 

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perda Sleman RTRW, 

penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut: 

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman perlu segera menyusun dan 

menerapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang secara 

spesifik mengatur zonasi, peruntukan lahan, serta batas-batas larangan 

pembangunan pada kawasan geoheritage seperti KPIG. Perlu dilakukan 

evaluasi dan peninjauan kembali terhadap izin-izin pembangunan lama 

yang dikeluarkan sebelum penetapan KPIG sebagai kawasan lindung, 

agar dapat disesuaikan dengan ketentuan hukum terbaru sesuai asas 

keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. 
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2. Pemerintah bersama akademisi dan masyarakat perlu 

meningkatkan peran serta aktif dalam pelestarian kawasan 

geoheritage melalui kegiatan penelitian, wisata edukatif, konservasi, 

serta pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis lingkungan. 

Diperlukan penegakan hukum yang tegas dan transparan terhadap setiap 

pelanggaran tata ruang, guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan 

keberlanjutan pembangunan di wilayah Kabupaten Sleman. 

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi ilmiah dalam bidang hukum tata ruang dan lingkungan, serta 

menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang 

lebih adaptif, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam menjaga warisan geologi 

nasional. 
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